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BUPATI SUMBA BARAT
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PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 22 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang telah ditetapkan oleh Bupati Sumba Barat
tanggal 28 Desember 2011 perlu dilaksanakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumba Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah

Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
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15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomaor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya
Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4230);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
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20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman
Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang
Usaha Perikanan Tangkap;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedoman lzin
Mendirikan Bangunan;

24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengadaan,
Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Peredaran Minuman Beralkohol;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2003 Nomor 9);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat
Nomor 0001);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 2

Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk mengundangkan

Peraturan Daerah dimaksud dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sumba Barat.

Pasal 3

Menugaskan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten
Sumba Barat untuk mengambil langkah koordinasi dan Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat, Kepala Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat, Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi
Kabupaten Sumba Barat serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba
Barat untuk mengambil langkah operasional Peraturan Daerah dimaksud.



Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Sumba Barat.

BUPATI\SUMBA BARAT, /

] ETER PANDANGO

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal 31 Desember 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPA UMBA BARAT,

—

UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 30



